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TENTANCG
PEMBERIAN LJIN OPERASIONAL
KEPADA SD GMIM 2 TOMBATL
A TOMBATU TIGA KECAMATAN TOMEATL UTARA
CABUPATEN MINAHASA T ENGOARA
) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAAN TERPADU SATU PINTL
KABUPATEN MINAHASA T ENGGARA;

DES

Menimbang a2 badwa pendidikan  merupadkn iggung  Jawzh bosama  aatws kelumga
masyaaka dan penenintah :
b, behwa dengan dipenuhinyz ketentuan dan persyaratan schagzimana yang iclab
dutetapkan pada ijin operasional;

¢ tahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olazhrags Kabupmen Minshass
Tenggma benanggungjzwah) atzs pembinzan secwa toratur dan loros- menerus
tentzng pevan dan tanggungjawab Sekolah/Badan penyclenggara;

4. bahwa mengingat hal tersebut pada butir a, b dan ¢ i atas perfu menctapian
pembenan Ipn Operasionzl kepada SD GMIM 2 TOMBATU Dess Tombaty
Tiga Kecamnatan Tombatu Utara dalzm hoghungan Dinas Pendidikan Permuda
dan Olahraga Kabupaten Minzhasa Tenggara

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 1entang Kesejahteraan Anak,

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 temang Perhindungan Anak,

Undang-undang Nomaor 20 Tahun 2003 tentang Sistern Pendidikan Nasional,
Undang-undang Nomaor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntah Dacrah,

Undang-undang Nomor 9 Tabun 2007 temang Pembentukan Kabupaten Minzhasa
Tenggara di Provins Sulawes: Utara,

Undang-undang Nomor 17 Tzhun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 20035 - 2025,

Peraturan Pemenintzh Nomor 19 Tahun 20095 tentang Standar Nasional Pendudiian
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tazhun 2010 tentang Penggelolazn dan
Penyelenggaraan Pendidikan, scbagmma telah  dwbah  dengan  perzturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tzhun 2018 Temang
Pelayanan Penzinan Berusaha Terintegras Secara Elektromk;
Peraturan Panerintah Nomor 13 Tahun 2007 wentang Standar Kepala Sekolah Atau
Madrasah, ;
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, fws»: d:' ”‘fouzp;
Kementerian Negara serta susunan organisas, WBH;:-"::M e Hoemar
K ementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan

eyl i R Jik Indonesia
fcm;m Menteri Pendidikan Nasional dﬂ"m::m z:umb = Saaer

: { tentang  Peraturasl asan
Nomor . 0153/U/19%)
Mansyarakat,
. Persturan M ; . :
T K i Akademik dan Kompetensi Guru: » P
' "i:::t'g::“;vlcnmi pendidikun Nasjonal Nomor 39 Tabun 2010 tentang Organ
 dun Tats Kerjn Kementenian Pendidikna Nasional,

Mengingat

Wk -

i tandar
enteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang S
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1S. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2000 (entang Standar
Pendidikan Anak Usia Dini, . X
16.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 36 Tahun 2014

Tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah.

Memperhatikan : L. Pedoman umum pelaksanaan program Pendidikan Dasar;

Berkas Permohonan Lembaga SD GMIM 2 TOMBATU  Nowor ;5104474207776
dan evaluasi kelayakan untuk mengeluarkan liin Operasional oleh Tim Study

o

Kelayakan,
MEMUTUSKAN
Menelapkan :
KESATU *  Memberikan ljin Operasional kepada :
Nama Lengkap KATRIEN O. TAMPINONGKOL., S.Pd
Nama Lembaga SD GMIM 2 TOMBATU
Alamat H DESA TOMBATU TIGA
Kecamatan 1 TOMBATU UTARA
Kabupaten ¢ MINAHASA TENGGARA
KEDUA :  ljin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung
mulai tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan 30 Agustus 2025
KETIGA Pemegang ljin berkewajiban
1). Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Dasar penuh tanggungjawab untuk
memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2). Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Undang-undang yang
berlaku;
3). Memberikan Laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara;
4). Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan, maka ljin
Operasional akan di cabut.
KEEMPAT Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri:
KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika temyata
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada Tanggal © 31 Agustus 2020

NIP. 19630323 198303 1 016

L;mahasa Tenggara di Ratahan (sebagai quorfm): .
i Wu Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan:
ris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
AUDNI KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
ithang KEMENDIKBUD RI di Jakarta;
; Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
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